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PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

ABSTRAK:  - Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P 
Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan 
Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 
tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 
  - Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal. 

17; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 68 Tahun 2019 sebagaimana telah 
diubah Perpres No. 32 Tahun 2021. 

 
- Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, 

susunan organisasi yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan 
Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Jenderal 
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal 
Pengawasan Sumber Daya Kelautarr dan Perikanan, Inspektorat Jenderal,  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan 
Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan 
Perikanan, Staf Ahti Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Staf Ahli Bidang 
Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga, dan Staf Ahli Bidang Ekologi 
dan Sumber Daya Laut. Dalam melaksanakan tugas teknis operasionai 
dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang dipimpin oleh kepala.  

 
CATATAN:  - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2023. 

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada 
beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan 
Presiden ini. 

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari 
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan 
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru 
berdasarkan Peraturan Presiden ini. 

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentlren pelaksanaan dari 
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan 
Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 
tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 


